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KEPUTUSAN KETUA
YAYASAN AHBAABULLAH INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
CENDEKIA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

BISTMILIAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA YAYASAN AHBAABULLAH INDONESIA

a bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya
pemenuhan skses hak atas pendidikan bagi mustahik, perlu
mendayagunakan zakat untuk pendidikan bagi mustahik, peri‘u
mendayagunakan zakat untuk mendirikan dan mengelola sekolah gratis
vang berkualitas dan berstandar nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pﬂdﬂ].'ﬂ.ll'liffi.
perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Ahbaabullah Indonesia
tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Cendekia Badan Amil
Zakat Masional;

l. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 11 tentang Pengelolaan Zakat
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

pada pasal 13:
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

Hasil Keputusan Rapat Pleno Pengurus Yayasan Ahbaabullah Indonesia
pada tanggal 30 Mei 2018;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AHBAABULLAH INDONESIA

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
CENDEKIA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Ditetapkan di  : Bogor
pada tanggal  : 1 Juni 2018

KETUA YAYASAN
AHBAABULLAH INDONESIA
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KEFUTUSAN BUPATI BOGOR
Momar - 421.3/078, 00934 (DEMPTSE/2018

TENTANG
IZIN FENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH FERTAMA (SMP) SWASTA

EMP CENDEKIA BAZNAS

DESA CEMPLANG KECAMATAN CIBUNGEULANG

BUPATI BOGOR

bahwa dalam upayn meningkatkon pelayonan dan pemerataan
peididikan dasar  hepadn  masynrakat,  seria mewajiedkan
pelaksanann wajth belapar pendidikan dasar, perly memberikan [zin
Pondirian Sekalah Menengah Pertama (SMF] Swasta kepada SMP
Cendekin Bamas vang berlokasi di Komplek Ahbaabullah Center,
Ep. Cimngkong RT.O016 EW.007, Desa Cemplang, Kecomatan
Cibunghbalang, Kabupaten Bogor;

babwn Berdasarkan pertimbangan sebagaimoana dimaksud dalam
huraf a, perlu penctapan Keputusan Bupati Bogor, tentang lein
Penielisian Sekolah Menengah Pertamn [SMP) Swastn kepada SMP
Lendekin Boanas yang berlokasi di Komplek Ahbaabullah Center,
Kp, Ciranghong RT.018 RWODT, Desa Complang, Hecamalan
Citungbulang, Kabupaten Boges,

Undung-Undang Momee 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Dyawa Barat
[Berita Negarn  Republik  Indonesia  Tahun 1950 Kamos 8
sebagnimann telal dGiulah dengan Undang: Undang Memor 4 Tahun
196K tentang, Pembomukan Kabupaten Purwakams dan Kabupaten
Subang dengan Mongubah Undang-Undang Memaor 14 Tahun 195
tentang Pemnbentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propims Dgawn Barnz [Lembaran Negara Republik Indanesin Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomoer 2851];

Undang-Undang Nomor 20 Tahum 2003 tentang Sistem Pendidikan
Mnssanal (Lembaran MNepara Republik Indancasa Tahun 20303 Momoar
Th, Tambahan Lembaran Negara Bepublik Indonesin Namer 4301);
Undang-Undang Bomer 14 Tahun 2005 tentang Gure dan Desen
(Lembaran Megara Republik Indopesia Tahon 2005 Mesmor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4496
Undang-Undang Namer 23 Tahun 2004 tentang  Pemerniaban
Dwerah |Lembaran Megara Republik Indoniesia Tahun 2014 Namor
244, Tambahan Lembaran Negara Fepublik Indonesia Momar 5587
sehagaimana tolah bebierapa kali dinbab, verakhir dengan Undang-
Undang Nomor % Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megars Republik Indonesin Tabhun 2015 Nomar
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S679);
Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 tentang Adminisirasi
Pemerintahan [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 20014
Mamor 263, Tarmbahan Lembaran Negara R¢puh|:l: Indonesia Momor
S601);

6, Pecatiiran Pemerningah.. ..
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20, Peraturan Menieri Dhlam: Megern Nomwor 138 Tahun 2017 lentang
Penyelenpgaraan Polayanan Terpndu Satu Pintw Daerah (Bera
Megara Republik [ndonesia Tabhun 2017 Nomor 1956);

Z1. Pernturan Drerah Kabupaten Bogor Nomor & Tohun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendilikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bagar
Tohun 2011 Momar 6, Tambahon Lembaran Dasrah Kabupaten
Brgor Nomar 56];

32, Peraturan Daernh Kobupaten Bogor Momar 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dean Susunan Perangkal Daerah [Lembaran Deerah
Kabupaten Boger Tonhun 2006 Nomer 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96];

23, Peraturan Bupati Bogor Nomer 45 Tahun 2016 tentang Kedudulkan,
Susunan Organisasi, Tugns dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan |Berita Doerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomoer 45);

24. Peraturan Bupati Bogoer Nemor 53 Tahun 2006 wentang Kedudukan,
Jusunan Organisasi, Tugss dan Funpsi serta Tata Kerjan Dinos
Penanaman Muolal dan Pelayanan Terpadu  Satu Pinlu  (Berita
Dacrah Kobupaten Bogor Taliun 20 16 Namoe 539;

25. Peraturan Bupati Bagor Momor 2 Tahun 2017 wntang Pendclegasian
Eewenangan Penandotinganan Dokumen Administeasi Pelayanan
Perizinan dan Monperizinan Kepada Kepala Peranghkat Dasrah (Berita
Draernh Kabupaten Bogor Talnm 017 Nomer 2);

26. Pesaturan Bupot Bagor Nomor % Tahun 2017 tentang Tata Carn
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
[Berita Daeral Kabupaten Bagor Talun 2017 Nomor 9);

27. Reputusan Bupnti Bapor Nemor 50364/ Kpts/Per-ULU {2017 lentang
Fembentikan Tun Teknis Pelavanan Perizinan dan Nonperizinan,

L Keputusan Menteri Hubum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indancsin Nomor @ AHU-ODOT2O2AH.01.04, Tahun 2018 tentang
Pengesahan Pemdivion Badan Hukum  Yoyasan  Ahbaabullah
Indanesim, Langgal 24 Mei 3018;

2. Hazil Studi Kelayalkan lzin Pendirian SMP [Swasta) Dinas Pendidikan
Kabupatenn Bogor, tanggnl 3 Desemnber 3018 tentang Rekapitukas
Milai Hasil Kajion Pencirean SMP Cendeltia Baznas;

3. Berita Acara Rapat Pembahasan [@in Pendician Sekolah Menengah

Fertama (SMP) Swasta Nomer - T8/ BAPIP-SMP/ X, 2018, tanggal 08
Cctaber 214,

MEMUTUSEAN

Memberi izin kepadn ;

Muma Lembaga @ YAYASAN AHBAARULLAH INDONESLA,

Alamat : Komplek  Ahbsabullsh  Center, KEp. Ciranghong
RTOIE  EW.007, Dess Cemplang,

Ly Cibunghbulang, Knbugaten Bopgar

Untuk mendirikan dan menyeletnggarnkan Sekalah Mengngah Pertanma

{SMP) Swasta -

Hama i BMF CENDEKIA BAZNAS

Alarmat ¢ Komplek  Ahbaabullah  Center ke il

3 »  Kpo Cirangkong

RTOI8 RW.00T, Desa Cemplang, Kecamalan
Libunghulang, Kabupaten Hapor

F'emtn:_n'an izin sebagaimana dimaksud dalam dikium KESATL, berlaku

sepanjang mematuhd semua ketentuan vaitu ;

A menjamin peserta didik memperaleh akses prlayanan pendidikan,

bagi peserta didik vang arang e walinya tidak mampo membinya

pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atay peserta didik df
daerah khusus:

- melakukan dan/atau memfasilitas penjaminan muty pendidikan di

sniuan ataw program pendidikan den berped da Stan
Masional Pendidikan: . S o
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HETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

HKETUJUH

KEDELAFAN

l'embusan ;

c. memfasilitasi perbinabn berkelanjutan kepada peserta didik yang
memiliki potensi kecerdasan  danatau  bakat istimewa urituk
mencapai prestasi puncak di bidang ilmu 'Fll:ngell&'huaﬂ, teknielog,
seni, dan/atan olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan,
kabupatenkata, provinsi, nasional dan internasional;

d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan
pada satupn pendidikan vang berbasis teknalogi informasi dan
komunilomst;

&, menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
sesual dengan Standar Nasienal Pendidikan,

f. menjamin samana dan prasarana pendidikan berdini di atas tanah
milik sendiri atas nama yavasan dan atau carn lain yang sesuai
dengan  peraturan/perundang-undangan  yang  berlaku,  ldak
sengheta, dan tidak digunakan untuk kegiotan lain solain kegaian
proses pembelajaran.

Dalam hal pelaksanaan  kegintan  pendidikan,  satuan pendidiken

dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan

kepiadn pemilik lain maka keputusan ind batal dan harus mengulang
mengajukan izin pendivian baru;

Dalam hal pelaksannan kepintan pendidikan ternyata ambul krlugus.n

terhadap pithak lnin, atau peserta didik yang mmgakihatk&n terhentinya

kepintian  pendidikan, maka segala resitke yang timbul  sepenuhnya
menjadi tanggung jawat pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat
dibatalkan dan/atau batal demi hukuam;

Zegaln penyimpangan dan aau kelalninn atas dikewm KEDUA, KETIGA

dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengajn

sehingga merugikan kewibowaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maks
heputusan i baral demn bukum:

Lein Pendirian Sekoluh Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku
sepanjang  pemegang  win mematuhl semua ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
Bodan  penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
melalui  SHitem  Pelayanan Perizcinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara
Elektrontk dars Lemnbaga 055 Republik [ndonesia;

HKepuasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetaplkan di : Cihinong
Fada tonggal 14 0EC 208

a.n. BUPATI BOGOR
145 PENANAMAN MODAL DAN

phina Utama Muda
B30T 131992031006

L. ¥l Memterd Pandidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta:

2. ¥ih. Bupati Bogor (sebagai laparan);

3. Yih. Sekretaris Dacrah Kabupaten Bopor;

4. Yth. Inspekiur Kabupaten Bogor;

5. Yih. Asisten Pemerintahan dan Kessjahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
b ¥th. Kepala Dinas Pendidilkan Kabupaten Bogor;

7. ¥ih. Camat Cibungbulang Kabupaten Bogor;

&, ¥th. Kepala Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor,
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